BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 72, TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR

bang

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat
(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan pasal 117 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerzh tentang
penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh
Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;

. ~bahwa penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun
sebelumnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2003 Nomor 47 » Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44210}; '

‘Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028); :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 457 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala DaerahKepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partaj Politik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomeor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7 54);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.2084 /X11/2020
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan
Peraturan Bupati Kampar tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor
21);



Menetapkan
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
Dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN
ANGGARAN 2021.

_ Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Bupati adalah Bupati Kampar.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

6. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah. : '

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp 2.348.725.928.936,- (dua triliyun tiga
ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima
juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga
puluh enam rupiah), yang bersumber dari :
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah,

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp252.157.288.694,-
(dua ratus lima puluh dua milyar seratus lima puluh tujuh juta
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dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan
puluh empat rupiah} yang terdiri atas :

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah; -

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp125.546.192.000,- (seratus dua
puluh lima milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus
sembilan puluh dua ribu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rpl13.807.959.365,- (tiga belas
milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh
Sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp25.206.794.629,- (dua puluh lima milyar dua
ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu
enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 87.596.342.700,- (delapan puluh tujuh milyar lima ratus
sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu
tijuh ratus rupiah).

Pasal 5

(1} Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.096.568.640.242,- (dua
triliyun sembilan puluh enam milyar lima ratus enam puluh
delapan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus empat
puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 1.968.671.884.429,- (satu triliyun sembilan ratus enam
puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta
delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua
puluh sembilan rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan  sebesar
Rp. 127.896.755.813,- (seratus dua puluh tujuh milyar
delapan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima
puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

| Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 0,- (nol rupiah), yang terdiri atas:

a, pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan

C. lain-lain  pendapatan sesuai dengan ketentuan
- peraturan perundang-undangan.

{2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
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(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupial). )
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp. 2.404.990.072.502,- (dua triliyun empat ratus empat
milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu
lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

‘ Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 huruf a direncanakan sebesar

Rp. 1.692.368.361.633,- (satu triliyun enam ratus sembilan

puluh dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus

enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang
terdiri atas :

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.030.781.713.686,- (satu
triliyun tiga puluh milyar tujuh ratus delapan puluh satu
juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh
enam rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf b direncanakan sebesar Rp. 585.328.220.694,-
(lima ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh
delapan juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan
puluh empat rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

(6} Belanja- hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 71.282.427.253,- (tujuh
pfuluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat
ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga
rupiah),

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.976.000.000,- (empat
milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

oo TP

! Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 362.654.009.909,
(tiga ratus enam puluh dua milyar enam ratus lima pulut
empat juta Sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah)
yang terdiri atas :

a. belanja modal tanah; :

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan; .

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

€. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1
huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.781.775.000,- (satt
milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujutl
puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimansz
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesas
Rp. 66.698.772.376,- (enam puluh enam milyar enam ratus
sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dus
ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimane
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesai
Rp. 140.193.097.971,- (seratus empat puluh milyar seratus
sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan
ratus tujuh puluh satu rupiah).

{5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}  huruf d
direncanakan sebesar Rp. 145.006.901.134,- (seratus empat
puluh lima milyar enam juta sembilan ratus satu ribu
seratus tiga puluh empat rupiah). '

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp. 8.973.463.428,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh
puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat
ratus dua puluh delapan rupiah)

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol
rupiah)

: Pasal 10

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksuc
dalam Pasal 7 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 7.0600.000.000,- (tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas
belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyas
rupiah}.

‘ : Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 342.967 .700.960,-
(tiga ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus enam puiuh
thjuh juta tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang
terdiri atas :
a. belanja bagi hasil; dan
bI belanja bantuan keuangan.




(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.935.415.057,- (tiga
belas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus
lima belas ribu lima puluh tujuh rupiah},

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 329.032.285.903,-
(tiga ratus dua puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta
dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga
rupiahj,

. Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah tshun anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp. 56.264. 143.566,- (lima puluh enam
milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga
ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pl’engeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1} Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 56.264.143.566,- (lima puluh enam milyar dua ratus
enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu lima
ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a. sisa- lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan,;

¢. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman daerah;

€. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya  sesuai dengan
. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa  lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 56.264.143.566,- (lima puluh
enam milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus
empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

(5} Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

(6) Penerimaan  kembali pemberian  pinjaman  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp. 0,- (nol rupiah).

: Pasal 14
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol

b



rupiah), yang terdiri atas : :

pembentukan dana cadangan;

penyertaan modal daerah:;
pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- pemberian pinjaman daerah; dan

pengeluaran  pembiayaan lainnya  sesuai- dengan

. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiahy).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

{5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiahj,

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol
rupiahy).

A
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, Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/(defisit) sebesar (Rp. 96.264.143.566,-) (minus lima
puluh enam milyar dua ratus énam puluh empat juta seratus
empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih
penerimaan  pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 56.264.143.566 -
(lima puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta
seratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam
rupiah}.

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
pPerubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021,
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
. dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan; dan/atay
¢. kerusakan Sarana/prasarana yang dapat
, Iengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
a. kebutuhan  daerah dalam  rangka pelayanan




* yang bersifat wajib;

d.

pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

b. lémpiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. lampiran Ill Rincian APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

e. lampiran V  Rekapitulasi Belanja  Daerah Untuk

Keselarasan  dan Keterpaduan  Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. lampiran Vi Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPUMD dengan

Rancangan APBD;

h. lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan Rancangan APBD;

I lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan

Program Prioritas Daerah;

i lampiran X  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

k. lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
1. lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi

Daerah Lainnya;

m. lémpiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-
Lain;

n. lémpiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran

1

|
|

Sebelumn Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Yang Direncanakan; '

0. lémpiran XV  Daftar Dana Cadangan; dan
p. lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.



Dimndangkan di Bangkinang

_ Pasal 18
Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD. :

Pasal 19 ]
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 30 Desember 2020

UPATI KA@AR
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CATUR\SUGENG SUSANTO

tanggal 30 Desember 2020 -

DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU




RINGKASAN APBD
YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
: TAHUN ANGGARAN 2021




Lampiranl  : Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar
Nomor : 12 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian

Jumlah

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

252.157.288.694

Pajak Daerah 125.546.192.000
Retribusi Daerah 13.807.959.365
Hasil Pengelo!aah Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.206.794.629
Lain-lain PAD yang Sah 87.596.342.700

PENDAPATAN TRAMSFER

2.096.568.640.242

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1.968.671.884.429

Pendapatan Transfer Antar Daerah

127.896.755.813

Jumlah Pendapatan

2.348.725.928.936

. ImaanA

| BELANJA OPERASI 1.692.368.361.633
Belanja Pegawai 1.030.781.713.686
Belanja Barang dan Jasa 585.328.220.694
Belanja Hibah 71.282.427.253
Belanja Bantuan Sosial 4.976.000.000
BELANJA MODAL 362.654.009.909
Belanja Modal Tanah 1.781.775.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.698.772.376
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 140.193.097.971
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 145.006.901.134
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.973463.428
BELANJA TIDAK TERDUGA 7.000.000.000
Belanja Tidak Terduga 7.000.000.000
BELANJA TRANSFER 342.967.700.960
Belanja Bagi Hasil 13.935.415.057
Belanja Bantuan Keuangan 329.032.285.903
Jumlah Belanja 2.444.990.072.502
Total Surplus/(Defisit) (56.264,143.566)

PEMBIAYAAN '
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 56.264.143.566
l Sisa Lebih Perhituhgan Anggaran Tahun Sebelumnya 56.264.143.566




Lampiran ! : Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar
Nomer : 12 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN KAMPAR N

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKAS! MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

TAHUN ANGGARAN 2021
Uraian Jumlah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 56.264.143.566

Jumiah Pengeluaran Pembiayaan 0
; Pembiayaan Netto 56.264.143.566

Sksa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0
F .
Bupati Kapghpar
f
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